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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI E COURT DALAM KASUS
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

MUHAMAD FADIL ADE PRATAMA

18421186

Penelitian ini mengkaji efektivitas penggunaan aplikasi e-Court dalam penyelesaian
perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian dari modernisasi
sistem peradilan. Meskipun e-Court dirancang untuk mewujudkan asas peradilan
sederhana, cepat, dan biaya ringan, penerapannya dalam konteks perceraian Islam
menghadapi tantangan teknis, kultural, dan spiritual. Metode penelitian yang digunakan
adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui
observasi, wawancara dengan aparat dan pihak berperkara, serta dokumentasi, yang
dianalisis menggunakan teknik triangulasi dan model Miles & Huberman. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa e-Court efektif dalam meningkatkan -efisiensi
administrasi perkara, namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan emosional dan
spiritual para pihak. Hambatan utama meliputi keterbatasan literasi digital, gangguan
teknis, dan kekhawatiran terhadap hilangnya kesakralan proses talak. Meski demikian,
secara prinsip hukum Islam, sistem ini dapat diterima sejauh tetap menjamin asas
keadilan dan kemaslahatan.

Kata kunci : e-Court, perceraian, Pengadilan Agama, efektivitas, hukum Islam
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ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF USING THE E-COURT APPLICATION IN DIVORCE
CASES AT THE SLEMAN RELIGIOUS COURT

MUHAMAD FADIL ADE PRATAMA

18421186

This study examines the effectiveness of the use of the e-Court application in resolving
divorce cases at the Sleman Religious Court as part of the modernization of the justice
system. Although e-Court is designed to realize the principles of simple, fast, and low-
cost justice, its application in the context of Islamic divorce faces technical, cultural,
and spiritual challenges. The research method used is qualitative descriptive with a
field approach. Data were obtained through observation, interviews with officials and
litigants, and documentation, which were analyzed using triangulation techniques and
the Miles & Huberman model. The results of the study indicate that e-Court is effective
in increasing the efficiency of case administration, but has not fully answered the
emotional and spiritual needs of the parties. The main obstacles include limited digital
literacy, technical disruptions, and concerns about the loss of the sanctity of the divorce
process. However, in principle, Islamic law, this system is acceptable as long as it still
guarantees the principles of justice and welfare.

Keywords: e-Court, divorce, Religious Court, effectiveness, Islamic law
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Peradilan merupakan fasilitas dalam penegakan hukum dan dapat juga dikatakan
sebagai suatu macam penegakan hukum, karena aktivitasnya juga tidak terlepas dari
hukum yang telah disahkan oleh badan pembuat regulasi yang ada. Dalam hukum juga
istilah peradilan dan pengadilan dibedakan, peradilan merupakan proses pemeriksaan
perkara di pengadilan oleh hakim di lingkungan pengadilan.! Sedangkan pengadilan
sebagaimana yang diketahui oleh khalayak umum adalah salah satu lembaga yang terlibat
dalam proses mengadili untuk penegakan hukum, selain dari pengadilan terdapat juga
kepolisian, kejaksaan dan advokat.

Asas peradilan cepat, sederhana, biaya dan ringan memang telah diatur dalam
undang undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menggantikan
Undang undnag no 4 tahun 2004 yang menggantikan UU no 14 tahun 1970 yang dalam
pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan.? Bahwa telah jelas dalam undang undang tersebut
bersifat universal dan menjunjung tinggi asas tersebut. Asas ini mempunyai makna bahwa
dalam beracara harus mengedepankan waktu yang efektif dan biaya yang dapat dijangkau
oleh masyarakat umum. Robert N. Cole-o Lee Reed berpendapat bahwasanya lembaga

peradilan dalam menyelesaikan sengketa kerap mengalami beban yang terlalu padat,

! Afandi (2019). Hukum acara peradilan agama dalam teori dan praktik. Malang: Setar pres. h.1
2 Undang — undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
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lamban dan buang waktu, biaya mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum,
atau dianggap terlampau formalitas dan teknis.

Pengadilan Agama di Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia belum merdeka,
yaitu sejak masa pemerintahan kolonial Belanda yang menggunakan pada sistem serba
manual dan hasil kerja tangan manusia itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari alat
atau mesin. Perkembangan zaman di era digital, media teknologi berpengaruh pesat
terhadap perkembangan dunia hukum yang diharuskan menerapkan Pengadilan secara
elektronik (e-court) untuk melakukan transformasi yang signifikan dalam melakukan
tindakan hukum.® Pada awalnya aplikasi e-court yang berangkat dari PERMA Nomor 3
Tahun 2018 yang hanya bisa diakses oleh kalangan Advokat saja, namun seiring dengan
berjalannya waktu Mahkamah Agung terus berupaya untuk mencari terobosan ataupun
inovasi dalam mengembangkan sistem berperkara dengan menggunakan e-court.

Kebijakan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagai langkah PERMA lanjutan yang
telah disempurnakan digitalisasi dalam pelaksanaan tugas peradilan menuju peradilan
elektronik (e-court) yang berasas peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan. Mengikuti
tuntutan perkembangan zaman dan pihak-pihak berperkara serta kesadaran secara internal
kelembagaan untuk mewujudkan sistem administrasi perkara dan persidangan yang lebih
efesien dan efektif serta upaya untuk mendukung kemudahan dalam proses perkara yang
sudah bisa diakses oleh masyarakat.

E-court pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan jawaban Mahkamah Agung

terhadap tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan

3 Riza Rofiq Umami, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Mashlahah Mursalah di Pengadilan Negeri
Madiun”. (Malang : Al- Balad No. 3, Vol.1, 2019), 2.

16



administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara -elektronik. Adapun
perbandingan antara PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019
antara lain telah menambahkan ruang lingkup dari e-court dengan e-litigation, yang semula
ruang lingkup dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 terdiri dari e-filling, e-payment, e-
summons dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi e-filling, e-payment, e-summons
dan e-litigation dengan yang sekarang bisa diakses oleh pengguna selain advokat seperti
perorangan, jaksa, karyawan, TNI/POLRI, kuasa insidentil yang ditentukan undang-
undang.

E-court merupakan instrument pengadilan dalam menyelesaikan perkara sebagai
bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online,
taksiran panjar biaya secara elektronik, pemanggilan secara online dan persidangan secara
online (replik, duplik, Kesimpulan, jawaban). Aplikasi e-court diharapkan mampu
meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online
dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara*

Pengadilan agama sleman merupakan salah satu pengadilan yang menjawab adanya
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 3 Tahun 2018 mengenai pendaftaran perkara
secara elektronik, namun dilapangan masih banyak ditemukan berbagai kendala dan pro-
kontra terhadap penggunaan e-court khususnya dalam perkara perceraian, selain daripada
itu melihat perkembangan e-court yang telah dimodifikasi sebaik mungkin dalam praktik
di Wilayah Kabupaten Sleman sering ditemukan masalah atau kendala, diantaranya

1. Masyarakat yang tidak mempunyai fasilitas untuk menjangkau E-court

2. Masyarakat yang belum bisa mengikuti perkembangan teknologi

* Buku panduan e-court Mahkamah Agung 2019, https://ecourt. mahkamahagung.go.id/
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3. Keabsahan dan keamanan dokumen

4. Resiko pengelolaan e-court jika mengalami gangguan jaringan

Menurut penulis adanya e-court menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat ,
di Sleman misalnya sebagaian berkata dengan adanya e-court proses persidangan seakan-
akan yang sifatnya sakral terlihat biasa-biasa saja dan dirasa para pihak yang berperkara
kurang akan kedekatan emosional kepada majlis hakim ,sehingga menyebabkan kurang
puasnya penyampaian ataupun curahan hatinya kepada majelis, karena suatu dokumen
perlu adanya sebuah penjelasan dari pihak perkara kepada majelis hakim, sisi positifnya e-
court sangat membantu para pihak yang mempunyai waktu minim untuk pergi ke

pengadilan.

Perceraian menurut kompilasi hukum islam dalam pasal 115, merupakan proses
pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh
para hakim pengadilan agama. Apabila pengucapan ikrar tersebut dilakukan di luar
persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak
memiliki kekuatan hukum yang mengikat.® Pengadilan agama dalam menjalankan tugas
dan fungsinya dalam mengurangi tingginya Tingkat perceraian, telah sesuai yang
diamanatkan dengan undang-undang , maka pengadilan agama menerapkan azas
mempersulit perceraian, penerapannya melalui usaha hakim untuk mendamaikan para
pihak yaitu melalui mediasi yang dibantu dan difasilitasi oleh pihak pengadilan agama,

selain itu juga perceraian dapat diterima apabila telah sesuai dengan alasan alasan tertentu.

> Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Figh,”
Jurnal El-Qanuniy: Jurnal llmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 4, no. 2 (2018): 157-70,
https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385.
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Halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian. Karena merupakan
tindakan yang paling tidak disukai oleh Allah SWT diantara semua hal yang dihalalkan.
Sebab perbuatan itu sama saja memutus tali silaturahmi. Bercerai dapat menjadi pilihan
terakhir bagi pasangan suami istri apabila memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Di
karenakan adanya perpecahan yang tidak mungkin untuk bersatu kembali atau suami istri
tidak dapat didamaikan lagi. Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung memberikan
kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengajukan pekaranya melalui sebuah sistem

yang bernama e-court.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang kompleks dan penting untuk
dijawab dan dikaji secara ilmiah, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat
permasalahan yang ada di pengadilan agama Sleman, sebab e-court merupakan system
yang masih sangat muda bagi pencari keadilan, sehingga efektivitas dari implementasi
system ini masih harus terus dikaji sehingga dapat menghasilkan bahan evaluasi bagi
pengadilan sendiri, bahkan bisa menjadi bahan evaluasi dari Mahkamah Agung sendiri.
Maka penulis melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut

“Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court Dalam Kasus Perceraian di
Pengadilan Agama Sleman”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas implementasi e-court dalam menangani kasus perceraian di
Pengadilan Agama Sleman, ditinjau dari indicator keberhasilan layanan peradilan

elektronik?
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2. Apa factor penghambat dan pendukung keberhasilan e-court pada kasus perceraian,
dan bagaimana implikasinya terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya
ringan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dan manfaat penelitian yang hendak
dicapai sebagai berarti:
1. Tujuan penelitiaan

a. Untuk mendeskripsikan efektivitas Penggunaan Aplikasi e-court dalam kasus
Perceraian di pengadilan agama Sleman?

b. Untuk mendeskripsikan problematika dan mencoba memberikan Solusi yang
konstruktif terhadap pengguanaan aplikasi e-court dalam kasus perceraian di
pengadilan agama Sleman?

2. Manfaat penelitiaan

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek,

diantaranya:

a. Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan, pemikiran,
pengetahuan dalam upaya pengembangan keilmuan Praktis terhadap efektivitas
Penggunaan Aplikasi e-court dalam kasus Perceraian di pengadilan agama Sleman.

b. Praktis

1) Bagi penulis: Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat memperluas wawasan
dan pengetahuaan didalam pengetahuan terhadap efektivitas Penggunaan

Aplikasi e-court dalam kasus Perceraian di pengadilan agama Sleman.
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2) Bagi Akademisi:

a) Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pemikiran
praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam efektivitas
Penggunaan Aplikasi e-court dalam kasus Perceraian di pengadilan
agama Sleman.

b) Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan kajian lebih lanjut bagi
peneliti lain sekaligus pembaca secara umum atau dosen yang akan
mempelajari tentang metode efektivitas Penggunaan Aplikasi e-
court dalam kasus Perceraian di pengadilan agama Sleman.

3) Bagi Masyarakat Luas
Dampak yang signifikan hadirnya penelitian ini, sudah tentu jelas
akan memberikan pengetahuan yang jelas kepada khalayak umum terhadap
pengetahuan e-court khususnya dalam kasus perceraian, walaupun sampel
utamanya ada di Pengadilan Agama Sleman, tetapi menurut penulis,

penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi beberapa daerah lainnya.
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BAB 11
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI
A. Kajian Penelitian terdahulu
Penelitian Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari®. Jurnal ini
membahas Efektifitas Penerapan Sistem E-court Pengadilan Agama dalam Perkara
Perceraian. Jurnal ini membahas bagaimana penerapan sistem e-court dalam perkara
perceraian di Pengadilan Agama, Bagaimana dampak penerapan sistem e-court di
Pengadilan Agama bagi masyarakat pencari keadilan. Adapun perbedaan penelitian

yang akan dilakukan ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut

® Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, and Imas Indah Lestari, “Efektivitas Penerapan Sistem E-
Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian,” Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal
Al-Syakhsiyyah 4, no. 2 (2021): 135, https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.290.
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membahas tentang Penelitian Efektivitas Penerapan Sistem E-court Pengadilan Agama
dalam Perkara Perceraian menggunakan Metode Kuantitatif, sedangkan penelitian
yang akan dilaksanakan menggunakan Metode Kualitatif dengan membahas tentang
Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-court dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama
Sleman.

Penelitian Nur Alfadhilah Ruslan yang berjudul Efektivitas Beracara secara
Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare’.
Skripsi ini membahas tentang efektivitas acara elektronik dalam penyelesaian perkara
perceraian di Pengadilan Agama Parepare dengan tujuan mengetahui implementasi
acara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare.
Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian tersebut
adalah penelitian tersebut membahas tentang Efektivitas Beracara Secara Elektronik
Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare, sedangkan
penelitian yang akan dilaksanakan membahas tentang Efektivitas Penggunaan Aplikasi
E Court dalam kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian Muchammad Razzy Kurnia dkk. Pelaksanaan E-Court dan dampaknya
Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat®. Jurnal ini
membahas tentang bagaimana dampak pelaksanaan e-Court terhadap penyelesaian
perkara dan tantangannya dalam penyelesaian kasus di Pengadilan Agama Jakarta

Pusat. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian tersebut

" Nur Alfhadilah Ruslan, “Efektivitas Beracara secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Parepare”, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021.

8 Muchammad Razzy Kurnia, Syahrul Adam, and Faris Alam, “Pelaksanaan E-Court Dan
Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat,” Fajar: Media
Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat 21, no. 2 (2020): 97-112,
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/fajar/article/view/22335.
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adalah penelitian tersebut membahas tentang Pelaksanaan E-Court dan dampaknya
Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan agama Jakarta Pusat, sedangkan
penelitian yang akan dilaksanakan membahas tentang Efektivitas Penggunaan Aplikasi
E Court dalam kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian Shafira Khofifatus Salima. Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-
Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri®. Skripsi ini membahas tentang
efektivitas pelaksanaan e-court terhadap perkara di Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian
tersebut adalah penelitian tersebut membahas tentang Efektivtas Penyelesaian Perkara
Secara E Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sedangkan penelitian yang
akan dilaksanakan membahas tentang Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court dalam
kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson. Penerapan E-court perkara
Pidana sebagai salah satu upaya terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem
Peradilan di Indonesia'®. Jurnal ini membahas tentang Implementasi e-court pada
perkara Pidana. penelitian hukum normatif dengan menerapkan tiga pendekatan, yaitu:
pendekatan  konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
perbandingan. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian

tersebut adalah penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang membahas tentang

® Shafira Khofifatus Salima, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri” Skripsi, IAIN Ponorogo.2021

10 Panji Purnama and Febby Mutiara Nelson, “Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah
Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Jurnal Rechts
Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 1 (2021): 97,
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.661.
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Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court dalam kasus Perceraian di Pengadilan Agama
Sleman.

Penelitian oleh Mar’atl Ulfa yang berjudul “Efektivitas Implementasi e-court
berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elktronik™!, secara umum skripsi ini khusus
membahas ekeftivitas dan implementasi e-court sesuai dengan perma nomor 1 tahun
2019 dengan menggunakan metode penelitian normatif sebagai dasar pijakan
penelitian, sedangkan penelitian ini mengangkat efektivitas Penggunaan Aplikasi E
Court dalam kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman yang secara langsung
menggunakan penelitian dengan metode kualitatif lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zacfar Shidiq dkk, yang berjudul “Sistem
E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya
Ringan”*? Jurnal ini membahas secara keseluruhan sistem e-court yang diterapkan oleh
Mahkamah Agung dengan pengujian menggunakan asas peradilan sederhana, cepat dan
biaya ringan, jurnal ini menggunakan metode normatif sebagai batu uji dengan
menggunakan beberapa peraturan dan asas hukum sebagai dasar pemikiran
penelitiannya, sedangkan penelitian kali ini menggunakan penelitian secara langsung
dengan pertimbangan efektivitas program secara langsung dengan judul efektivitas
Penggunaan Aplikasi E Court dalam kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman

yang secara langsung menggunakan penelitian dengan metode kualitatif lapangan.

11 Mar’atul Ulfa, Efektivitas Implementasi e-court berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elktronik™, Skripsi, [AIN
Ponorogo,2022.

12 Achmad Zacfar Shidig, Afandi, and Arfan Kaimuddin, “Sistem E-Court Sebagai Wujud
Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan,” Jurnal lImiah I[Imu Hukum, 2019, 333,
http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9400.
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Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Teddy Rahmat
Zhuliansyah yang berjudul “Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Perkara
Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A3, Skripsi ini secara keseluruhan
membahas tentang efektivitas juga terhadap penggunaan system e-court, namun yang
menjadi perbedaan signifikan terletak pada objek penelitian, skrpsi tersebut mengambil
pengadilan agama padang sebagai objek penelitian, sedangankan penelitian ini objek
penelitiaanya berada di pengadilan agama sleman.

B. Kerangka teori

1. Efektivitas
Efektivitas berasal dari kata efektif, dalam KBBI, Kata Efektif mempunyai arti
dampak, pengaruh dan akibat serta kesesuaian seseorang dalam mengerjakan
sesuatu dengan sasaran tujuan yang ingin di capai.’* Efektivitas secara garis besar
yang bisa dipahami ialah penggunaan berbagai macam Instrumen, baik Instrumen
manusia, Instrumen bukan manusia secara maksimal menuju terget dan tujuan yang
direncanakan, melalui parameter yang di tentukan dalam menilai keefektivan untuk

mencapai program tersebut.

Sedangkan menurut beberapa ahli seperti Ravianto bahwa efektivitas adalah
Seberapa jauh hasil yang ingin dicapai dengan hasil yang sebenarnya terjadi
dilapangan, artinya apabila suatu pekerjaan dapat direncanakan dan dilaksanakan

menggunakan instrumen yang tepat, sehingga bisa dinilai cocok dengan kondisi

13 Teddy Rahmat Zhuliansyah, berjudul “Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Perkara
Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,
2024.

14 Kamus besar Bahasa Indonesia : efektivitas
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kenyataan masa kini. Sedangkan menurut Prasetyo Budi Saksono pengertian
efektifitas adalah besaran tingkat output yang dihasilkan dari input yang di berikan
oleh seseorang atau sebuah organisasi. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian
efektivitas ialah memanfaatkan instrumen dan materi serta sumber daya untuk

menghasilkan suatu barang dan jasa kegiat an yang akan dilaksanakan®®

Dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan teori efektifitas dari
campbell dalam buku Dyah Murtin Manajemen birokrasi dan kebijakan
:penelusuran konsep dan teori, dalam teorinya, campbell menyatakan ada 5 (lima)

indikator pencapaian dari sebuah efektivitas yaitu :

1) Keberhasilan program
Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kemampuan suatu
organisasi atau individu dalam menjalankan program program  yang
sebelumnya sudah ditetapkan, keberhasilan program juga dapat ditinjau dari
proses dan mekanisme dari kegiatan yang dijalankan.
2) Keberhasilan sasaran
Efektivitas dalam hal keberhasilan sasaran dapat dilihat seberapa
jauh output yang telah dirasakan dari program tersebut untuk mencapai
tujuan dan target dari yang telah dicanangkan.
3) Kepuasan terhadap program
Kepuasan merupakan kriteria efektifitas yang mengacu kepada

keberhasilan program yang telah di rasakan, artinya kepuasan terhadap

15 Di kutip dari https://www.dosenpe ndidikan.co.id/efektivitas-adalah diakses pada 03 April 2025
pada pukul 13.15 WIB
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4)

5)

program dapat di rasakan oleh pengguna layanan, yang berarti semakin baik
pemberian layanan maka semakin memberikan kepuasan
Tingkat input dan output

Tingkat input dan output dalam arti semakin baik proses
internalisasi program terhadap pelaksana program maka output yang
dihasilkan akan semakin baik, jadi harus ada keseimbangan dalam proses
input dan output yang terjadi.
Pencapaian tujuan menyeluruh

Pencapian tujuan menyeluruh dapat diartikan adalah sejauh mana
kemampuan organisasi dalam mengakomodir semua tujuan yang ingin di
capai, penggunaan berbagai macam sarana prasaran serta instrument

pendukung agar tercapainya tujuan secara menyeluruh'®

2. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas merupakan indikator — indikator dalam pemenuhan kategori

efektivitas, dalam tulisan Dr. Ubaidillah Zuhdi menyampaikan bahwa ada empat

kategori dalam melakukan pendekatan efektivitas, yaitu :

1))

Pendekatan pencapaian tujuan

Dalam pendekatan ini pencapaian tujuan organisasi yang sebelumnya

telah ditetapkan menjadi yang paling utama, dalam arti dalam pengukuran

pencapaian tujuan yang terpenting ialan capaian atau hasil yang telah

ditetapkan.

16 Dyah murtin, Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan Penelusuran Konsep Dan Teori (jakarta:
pustaka pelajar, 2014).
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2) Pendekatan sistem

Dalam pendekatan sistem, efektivitas program dinilai dari kemampuan
organisasi atau instansi dalam menggunakan serta memaksimalkan seluruh
sistem, dalam arti organisasi harus mampu mengintgerasikan sub bagian dari
organisasi tersebut, sehingga pengelolaan terhadap instrument pendukung dapat
berjalan secara maksimal.
3) Pendekatan konstituensi strategis

Dalam pendekatan ini, organisasi akan dinilai efektif jika berhasil
memenuhi seluruh kebutuhan pengguna layanan atau masyarakat yang akan
dituju.
4) Pendekatan nilai nilai bersaing

Penggunaan sistem yang terintgerasi akan menjadikan organisasi atau
program kerja akan lebih efektif, sehingga perlunya mengintgerasikan seluruh

bagian satuan kerja yang saling bersinggungan.’

3. E-Court
E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara
elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara , pembayaran dan
pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. Adapun

layanan-layanan yang ada pada aplikasi e-court ialah e-filing (pendaftaran perkara

7 Dj kutip dari https://duta.co/pendekatan-pendekatan-dalam-menjelaskan-efektivitas-organisasi
di akses pada 1 september 2022 pada pukul 06.47 WIB
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online di Pengadilan), e-Payment (pembayaran panjar biaya perkara online) dan e-

Summons (pemanggilan pihak secara daring)®®

a. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
E-Filing atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar
sebagai pengguna atau memiliki akun pada aplikasi e-court dengan memilih
Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif
melakukan pelayanan e-court. = Semua berkas pendaftaran dikirim secara
elektronik melalui aplikasi e-court Makamah Agung Republik Indonesia
(MARI). e-Filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara
elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata
usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk
melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan
dokumen elektronik. Hasil entry data yang terverifikasi dan diterima secara
prosedural, akan memulai suatu perkara perdata. Aplikasi ini pun dapat untuk
memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada®®
E-Filing juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun
pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan,
pengelolaan, penyampaian dan  penyimpanan  dokumen  perkara

perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara. Pengguna terdaftar wajib

memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran,

18 Susanto Susanto, Muhamad Igbal, and Wawan Supriyatna, “Menciptakan Sistem Peradilan
Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya,” JCH
(Jurnal Cendekia Hukum) 6, no. 1 (2020): 104, https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287.

19 Lisfer Berutu, “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court,”
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 5, no. 1 (2020): 41-53.
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jenis huruf, ukuran dan batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah
dokumen melalui aplikasi e-court?

b. E-Skum (Taksiran Panjar Biaya)
Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e- Court, pendaftar akan
secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (¢ SKUM) dan nomor
pembayaran (virtual account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik
(multi channel) yang tersedia (Berutu, 2020). c. E-Payment (Pembayaran Panjar
Biaya Perkara Online).
Aplikasi E-Payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap
panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak
lanjut pendaftaran secara elektronik. Pengguna terdaftar wajib memperhatikan
secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor
rekening pembayaran (virtual account), jangka waktu pelunasan pembayaran
panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta
menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang
timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh pengguna terdaftar dengan
rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab
Pengguna terdaftar.
Untuk kelancaran dalam mendukung program e-court Mahkamah Agung
bekerja sama dengan bank pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran biaya

panjar perkara. Bank yang telah ditunjuk menyediakan virtual account (nomor

20 Rakyu Swarnabumi R. Rosady and Mulida Hayati, “Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan
Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal limu Hukum Tambun Bungai 6, no. 2
(2021): 12543, https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.203.
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pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar
perkara?!
c. E-Summons (Pemanggilan pihak secara online)
Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 Tahun 2018,
disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak
berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Panggilan elektronik
dilakukan kepada pihak penggugat yang melakukan pendaftaran secara
elektronik dan memiliki bukti bertulis, sedangkan tergugat panggilan pertama
dilakukan melalui jurusita pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara
elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil
secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis
dari prinsipal untuk beracara secara elektronik 2?
d. E-Session

Persidangan yang dilakukan secara online melalui video conference.
Persidangan dilakukan secara virtual melalui platform video conference.
Hakim, penggugat, tergugat, dan kuasa hukum (jika ada) mengikuti sidang dari
lokasi masing masing. Dalam persidangan, hakim akan mendengar keterangan
dari kedua belah pihak, memeriksa bukti-bukti yang disampaikan, dan
mendiskusikan kasus sesuai dengan prosedur 19 yang berlaku. Setelah
mendengarkan keterangan dari kedua pihak dan memeriksa bukti, hakim akan

mempertimbangkan putusan yang akan diambil. Putusan ini akan diumumkan

21 R. Rosady and Hayati.
22 Pradipa Saraswati et al., “Gudang Jurnal Multidisiplin IImu Penerapan E-Court Dalam Proses
Beracara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan” 2 (2024): 189-93.
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dalam sidang atau melalui sistem e-court. Pelaksanaan Ikrar Talak pada hari
yang telah ditetapkan, sidang ikrar talak dilaksanakan.

Sidang ini juga dapat dilakukan secara virtual jika salah satu atau kedua belah
pihak tidak dapat hadir secara fisik. Penggugat (suami) akan mengucapkan ikrar
talak di hadapan hakim. Pengucapan ini adalah pernyataan resmi dari suami
untuk menceraikan istrinya, yang harus diucapkan dengan jelas dan tanpa
paksaan. Proses ikrar talak biasanya disaksikan oleh dua orang saksi yang
dihadirkan dalam persidangan, baik secara langsung maupun melalui platform
video conference. Setelah ikrar talak diucapkan, hakim akan mencatatnya
dalam berita acara sidang. Dokumen ini akan menjadi bagian dari arsip
pengadilan dan diunggah ke sistem e-court. Penerbitan Akta Cerai setelah ikrar
talak, pengadilan akan menerbitkan akta cerai yang menandakan bahwa
perceraian telah resmi. Akta cerai ini dapat diunduh oleh kedua pihak melalui

sistem e-court.

4. Dasar Hukum E-court

1))

2)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2
Ayat 4 Menyatakan bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan
biaya ringan. Ini menjadi landasan bagi pengadilan untuk menerapkan
teknologi yang dapat mempercepat proses peradilan, seperti e-court dan e-
litigasi.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 20 Pasal 49 Mengatur

bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
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menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, termasuk perceraian. Penerapan
e-court dalam proses perceraian merupakan salah satu bentuk modernisasi dan
penyederhanaan proses ini.

3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
PERMA ini menjadi dasar hukum utama bagi penerapan e-court dan e- litigasi
di semua pengadilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama. Peraturan ini
mengatur tata cara administrasi perkara secara elektronik, termasuk
pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan, hingga putusan secara
elektronik.

4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik. Keputusan ini memberikan petunjuk teknis lebih lanjut mengenai
pelaksanaan e-court, termasuk prosedur detail yang harus diikuti oleh
pengadilan, para pihak, dan petugas pengadilan.

5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Aplikasi e-Court Surat Edaran ini memperkenalkan dan
memberlakukan aplikasi e court secara nasional, serta memberikan panduan
kepada pengadilan dalam menerapkan sistem e-court, termasuk di Pengadilan

Agama Sleman.

5. Mekanisme E-court
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Adapun tahap-tahap persidangan sebagai berikut??:
1) Pemanggilan secara elektronik

Melaksanakan panggilan merupakan tugas seorang jurusita atau jurusita
pengganti, di dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
peradilan agama dan telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009. Pemanggilan harus dilakukan
secara sah dan resmi pemanggilan yang resmi adalah panggilan yang dilakukan
oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk, pada hari dan jam
kerja di wilayah pengadilan tempat jurusita atau jurusita pengganti yang
melakukan pemanggilan dan disampaikan langsung kepada para pihak atau jika
tidak bertemu langsung dengan para pihak, maka panggilan disampaikan
melalui kepala desa atau kepala kelurahan.

Adapun pemanggilan yang patut adalah pemanggilan yang dilaksanakan oleh
jurusita atau jurusita pengganti dan minimal 3 hari sebelum persidangan
dilaksanakan, dengan catatan hari memanggil dan hari sidang tidak termasuk
hari yang dihitung, dan merupakan ketetuan Pasal 146 RBg. Ketentuan pokok-
pokok pemanggilan di atas merupakan ketentuan pemanggilan yang dilakukan
secara biasa yang berlaku selama ini.

Seiring dengan diberlakukannya layanan administrasi perkara secara elektronik
dan persidangan secara elektronik di pengadilan, maka proses pemanggilan
adalah proses berperkara yang dapat dilakukan secara elektronik. Panggilan

yang dilaksanakan secara elektronik adalah panggilan yang sah, dan selama

23 Robby W Amu et al., “Analisis Efektivitas Persidangan Pidana Secara Elektronik ( Studi Di
Pengadilan Negeri Kelas Il Marisa ),” Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya llmiah 2, no. 3 (2024): 1-11.
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2)

3)

panggilan itu ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dan dalam
tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang- Undang.

Persidangan untuk tahapan Upaya damai

Sidang pertama dilangsungkan di dalam pengadilan pada hari, tanggal, dan jam
kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para
pihak, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang
berperkara. Jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak
berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh
proses mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
1 Tahun 2016 Tentang 22 Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, ketua majelis dapat
memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait
persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dapat
dilangsungkan atas persetujuan para pihak, setelah selesai proses mediasi.
Persidangan untuk tahapan replik duplik secara elektronik

Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk agenda penyampaian
jawaban, replik, dan duplik. Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua
Majelis yang di integrasi Mahkamah Agung RI, adapun Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis
administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, dengan
e-Court, sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal dan agenda persidangan

melalui e-Court.
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Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus berbentuk formal Pdf atau
rtf/doc. Kepada para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai
dengan Jadwal persidangan yang telah ditetapkan, tanpa memberikan alasan
yang sahmenurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya. Namun
apabila disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka sidang ditunda
satu kali. Setelah menerima semua dokumen elektronik yang telah dikirimkan
oleh para pihak, Majelis Hakim memeriksa dokumen tersebut melalui e-court.
Dokumen elektronik yang belum diperiksa oleh Majelis Hakim tidak dapat
dilihat oleh pihak lawan.

Setelah Majelis Hakim selesai memeriksa dokumen tersebut, maka Majelis
Hakim memeriksa dokumen tersebut melalui menu yang telah tersedia pada e-
court. Dokumen elektronik akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan
Majelis Hakim menutup serta menetapkan ditutupnya sebuah persidangan. Dan
Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara

elektronik pada Berita Acara Sidang Elektronik.

6. Definisi Perceraian
Kata “thalaq” dalam Bahasa arab berasal dari kata thalaga yathlaqu-thalagan yang
bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat
konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat
perkawinan. Kata thalaq merupakan isim mashdar dari kata thalaga-yuthalliqu-
tahtliigan, jadi kata ini semakna dengan kata thaliq yang bermakna “irsal” dan

“tarku” yaitu melepaskan dan meninggalkan®*

24 Zakiah Daradjat, Ilmu Figh Jilid 2, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1995, 172.
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Perceraian dalam Islam disebut dengan talak. Talak secara bahasa memiliki makna
melepas ikatan dan memisahkan, baik ikatan lahir maupun ikatan batin, sedangkan
menurut istilah, talak merupakan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya
hubungan perkawinan dengan lafadz “talak”?®

a. Dasar Hukum Perceraian
Talak merupakan suatu yang disyariatkan dalam islam berdasarkan nash yang
terdapat dalam Al-Qur’an. Adapun nash di dalam Al-Qur’an yang menjadi dasar

hukum talak, yaitu:

5 433040 a8 G‘.Aﬁ\éaug\uauuh\j eliaciz BlGa Usile ¥

L

¥ ) ASE L 2K & AUl Ga L0 ) G Gl A 8 Laald GRS 7 el y Y
Q.S An-nisa ayat 21-22:

Artinya: “21.Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah
menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah
membuat perjanjian yang kuat (ikatan 24 pernikahan) denganmu. 22. Janganlah
kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian
pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan
dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

b. Bentuk Bentuk Perceraian

1) Cerai Talak

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Figh Munakahat Dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), 198.
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Cerai talak adalah perceraian yang dilakukan di pengadilan agama dimana
pihak suami yang mengajukan permohonan talak ke pengadilan agama

2) Cerai gugat
Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih
dahulu oleh para pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan
pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai
pasal 83 Undang-Undang No. 7 Tahun 19892

c. Alasan Perceraian

Dalam peraturan pemerintah republic Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan undang undang nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan pasal 19,

Adapun alasan alasan perceraian sebagai berikut:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan.

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya.

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5(lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlanngsung.

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang

membahayakan pihak yang lain.

%6 Lina Kushidayati, “Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan
Agama Kudus Tahun 2014,” Yudisia 6, no. 1 (2014): 141-59.
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5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan alasan

sebagai berikut:

1) Suami melanggar taklik-talak.
2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah

tangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan Pendekatan

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini akan
menyajikan data-data hasil penelitian dalam bentuk pernyataan-pernyataan tertulis,

atau kata-kata, bahkan perilaku dari orang yang diamati. Lexy j. Moelong menjelaskan
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bahwa pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati?’

Strauss dan Corbin mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu
pendekatan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur
statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi berupa penelitian tentang kehidupan,
riwayat dan perilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial atau hubungan
timbal balik?® Tujuan penelitian ini secara garis besar adalah mendeskripsikan
bagaimana Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court Dalam Kasus Perceraian Di

Pengadilan Agama Sleman.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi peneleitian yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk menjawab
Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court Dalam Kasus Perceraian bertempat di
jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Sleman) 55511. Yang
selanjutnya disebut sebagai Pengadilan Agama Kabupaten Sleman yang tergolong

dalam Kelas IA

C. Teknik Penentuan Informan

Dalam menetapkan informan, penulis menggunakan teknik purposive sampling.
Menurut Prof. Dr. Sugiyono®®, purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber

data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut

3

27 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm.

28 Anselm Strauss, dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-

teknik Teoritisasi Data. Penerj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2007), Cet. 1I., h. 4

29 Prof. Dr. Sugiyono (2014) Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif., (Alfabeta) hlm 41-45
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yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial

yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara:

1)

2)

3)

Observasi: yakni pengumpulan data melalui pengamatan langsung dengan cara
mencatat dan mengamati fenomena yang muncul dan mempertimbangkan
hubungan antar aspek dalam fenomena yang terjadi.

Wawancara: yakni teknik pengumpulan data dengan berkomunikasi secara
langsung dengan sistem tanya jawab dengan para informan dengan memberikan
pertanaan-pertanyaan yang terkait dengan studi kasus peneliti dan dikorelasikan
dengan data-data yang akan dihimpun.

Dokumentasi: yakni teknik pengumpulan data dengan cara melengkapi data-data
yang telah diperoleh melaui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan
menyertakan dokumen-dokuman baik berupa foto, maupun jawaban-jawaban yang
telah diberi oleh informan dan menjadikan data-data yang telah terkumpul menjadi

dokumen yang tertulis.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian kali ini penulis memilih untuk menggunakan teknik

triangulasi dalam buku Prof. Dr Sugiyono, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data

42



yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu sendiri.*

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan,

memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu

deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif pada konsep Miles dan Huberman

31
s

yang terdiri dari tiga alur kegiatan utama yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Reduksi data dapat dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan
demikian, data 37 yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas
dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan
mencarinya bila diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama
proses penelitian berlangsung.

Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk teks naratif, bagan, dan dalam bentuk
lainnya.

Penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan
berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada

30 Prof. Dr. Sugiyono (2014) Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif., (Alfabeta) him 52-54
31 Miles, Matthew B;A and Michael Huberman ( 1992), Analisis data kualitatif : Buku Sumber

tentang Metode Metode baru,. Ul press hlm 35-39
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tahap awal, didukung oleh bukti bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami kajian penelitian ini, Peneliti perlu

memetakan secara garis besar isi dari keseluruhan skripsi dalam bentuk sistematika

pembahasan. Adapun sistematika pembahasan tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai

berikut:

1.

Bagian pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuam, manfaat penelitian, dan juga sistematika pembahasan terkait
bagaimana Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court Dalam Kasus Perceraian Di
Pengadilan Agama Sleman.

Bagian kedua yaitu tentang kajian pustaka terdahulu yang memiliki kemiripan dengan
pembahasan terkait efektivitas pengggunaan system e-court dalam kasus perceraaian,
dan juga kerangka teori yang berisi tentang seputar e-court, metode pengukuran
efektivitas, dan pengertian perceraian secara umum.

Bab ketiga yaitu tentang metodologi penelitian yang berisi tentang penjelasan
mengenai jenis dari penelitian dan juga pendekatan, tempat penelitian, informasi
penelitian, Teknik untuk menentukan informasi, Teknik analisis data, serta Teknik
pengumpulan data.

Bab keempat yaitu hasil dari penelitian dan juga pembahasan terkait Efektivitas
Penggunaan Ecourt dalam kasus perceraian di pengadilan agama Sleman.

Bab kelima yaitu tentang penutupan yang didalamnya berisi kesimpulan dan juga saran.

44



A. Hasil Penelitian

1.

BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Rekapitulasi data responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 12 orang yang merupakan para pihak

yang berperkara di Pengadilan Agama Sleman. Berikut terlampir rekapitulasi jawaban

dari quisioner tingkat kepuasan dengan menggunakan metode skala likert.

Tabel 4.1 Distribusi Jawaban Responden

P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 P10 Skor %  Average
R1 3 4 4 3 4 5 2 5 3 3 36 72 3,6
R2 2 5 4 4 3 3 4 5 4 4 38 76 3.8
R3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 44 88 4.4
R4 1 5 4 4 4 3 4 5 4 4 38 76 3.8
RS 1 5 3 4 4 3 3 5 3 3 34 68 3.4
R6 2 5 4 4 4 3 3 5 4 5 39 78 3.9
R7 2 5 2 3 4 3 3 5 3 4 34 68 3.4
R8 2 5 4 4 3 3 3 5 4 4 37 74 3,7
R9 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 38 76 3.8
R10 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 40 80 4
R11 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 37 74 3,7
R12 4 4 4 3 3 4 5 3 3 3 36 72 3,6

Berdasarkan table diatas dapat dilihat apabila dari 12 responden terdapat skor

tertinggi untuk R3 dengan skor 44 dengan presentase 88% dan skor terendah pada RS dan

R7 dengan total skor 34 dengan presentase 68%.
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Tabel 4.2 Distribusi Klasifikasi Tingkat Kepuasan

Tingkat Kecemasan Frekuensi %

Tidak Puas 0 0

Kurang Puas 0 0

Cukup Puas 0 0
Puas 11 91,67
Sangat Puas 1 8,33
Total 12 100

Berdasarkan tabel penelitian diatas disimpulkan bahwa hasil tingat kepuasan yang
dominan yaitu puas sebanyak 11 responden (91,67%), sangat puas 1 responden (8,33%),
dan tidak terdapat 1 responden pun yang merasakan cukup, kurang atau bahkan tidak
puas. Hasil tersebut didapatkan dari pengelompokan total skor (Tabel 4.1) berdasarkan
Kriteria interpretasi skor menurut Skala Likert dalam pengukuran tingkat kepuasan
sebagai berikut: angka 0%-20% = sangat tidak puas (STP), angka 21%- 40% = tidak puas
(TP), angka 41%-60% = cukup puas (CP), angka61%-80% = puas (P), dan angka 81%-

100% = sangat puas (SP).

B. Pembahasan

1. Gambaran Umum Penerapan E-court di Pengadilan Agama Sleman

Peradilan Agama Sleman merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang
memiliki yurisdiksi terhadap perkara keluarga Islam, termasuk perceraian. Sebagai
bagian dari sistem peradilan nasional yang tunduk kepada Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Pengadilan Agama Sleman menjalankan reformasi sistem administrasi

perkara melalui implementasi aplikasi e-court sejak diterbitkannya PERMA Nomor 3
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Tahun 2018 dan diperkuat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *?

Aplikasi e-court tersebut terdiri atas empat layanan utama, yaitu e-filing
(pendaftaran perkara secara daring), e-payment (pembayaran panjar biaya secara
elektronik), e-summons (pemanggilan secara daring), dan e-litigation (persidangan
dokumen secara elektronik)*®. Keempat fitur ini membentuk satu kesatuan sistem yang
mengintegrasikan proses litigasi dari tahap awal hingga putusan, dalam kerangka
efisiensi waktu dan biaya.

Dari hasil wawancara dengan petugas di Pengadilan Agama Sleman,
pelaksanaan aplikasi e-court berjalan dengan cukup lancar. Pada saat seorang pencari
keadilan hendak mendaftarkan perkara perceraian, petugas PTSP (Pelayanan Terpadu
Satu Pintu) terlebih dahulu mengajukan pertanyaan apakah yang bersangkutan ingin
menggunakan proses elektronik atau manual. Jika memilih elektronik, maka petugas
akan membantu pembuatan akun e-court, mulai dari penyediaan akun email hingga
simulasi alur perkara3*.

“dalam pelaksanaan penerapannya bisa dikatakan lancar, karena pihak yang
ingin mendaftarkan perkara terlebih dahulu ditanyakan ingin proses berperkaranya
secara manual atau secara elektronik. Jika berperkaranya secara elektronik maka

petugas PTSP bertanya kembai apakah sudah mempunyai akun gmail terlebih dahulu,,

32 Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

33 Mar’atul Ulfa, Efektivitas Implementasi E-Court Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019:

Studi Kasus di Pengadilan Agama Kajen (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2022), vii.
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setelah itu pembuatan akun ecourt akan dibantu oleh petugas PTSP e-court dan
menjelaskan seluruh rangkaian dari akun e-court. ”

Pengadilan Agama Sleman telah menjadikan pelayanan berbasis digital
sebagai prioritas dalam menjawab tantangan era disrupsi teknologi. Peningkatan
kapasitas aparatur peradilan, pelatihan teknologi informasi, serta pengembangan SOP
e-court merupakan beberapa bentuk kesiapan institusional untuk menunjang reformasi
peradilan secara elektronik®®. Namun demikian, kesenjangan kemampuan teknologi
antara petugas dan pencari keadilan menjadi tantangan tersendiri yang harus terus

direspons secara adaptif.
2. Efektivitas Penerapan Aplikasi E-court dalam Perkara Perceraian

Efektivitas sistem e-court dalam perkara perceraian diukur dari sejauh mana
sistem ini mampu memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan
biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman®®. Dari hasil penelitian di lapangan, penerapan e-court
pada perkara perceraian terbukti mempercepat proses administratif dan

mengefisienkan biaya perkara.

“untuk peluang dari penerapan e-court ini yaitu berdasarkan tujuan PERMA
No. 1/2019 agar peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Diantara factor penyebab terjadinya kendala dalam pelaksanaan e-litigasi dan

berpekara secara elektronik, tidak memiliki email, tidak memiliki handphone android,

3 Teddy Rahmat Zhuliansyah, Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court dalam Perkara Perceraian
di Pengadilan Agama Padang (UM-SUMBAR, 2024), 57.
% Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).
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tidak memiliki rekening peribadi, kurang bersedianya salah satu pihak untuk
melakukan e-litigasi. Pada saat mendaftarkan perkara di meja informasi ditemui
beberapa banyak kendala, banyak diantara para pihak belum memiliki email sehingga

petugas PTSP e-court harus membantu untuk membuatkan email para pihak.”

Pihak yang berperkara tidak lagi perlu melakukan perjalanan fisik untuk
mengajukan gugatan cerai, menyetor biaya, atau mengirimkan jawaban dan
kesimpulan. Semua tahapan itu kini bisa diakses dari rumah atau kantor melalui
perangkat digital. Efektivitas ini terasa signifikan terutama bagi pasangan yang
berdomisili di luar kota atau memiliki kesibukan tinggi. Seorang narasumber
menyatakan bahwa "dengan e-court, kami tidak harus menunggu penundaan sidang
karena salah satu pihak berada di luar daerah, semuanya bisa dilakukan secara

elektronik"®’.

Dalam hukum acara Islam yang berpedoman pada asas maslahat, percepatan
penyelesaian perkara merupakan bagian dari tujuan syariah (maqasid al-shari‘ah),
khususnya dalam aspek hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-‘ird (perlindungan
martabat). Oleh karena itu, sistem e-court dapat dilihat sebagai instrumen teknologis

yang mendukung tercapainya prinsip keadilan substansial dalam hukum Islam®®

Meskipun sistem e-court membawa efisiensi, penerapan pada perkara
perceraian menghadirkan nuansa baru dalam hubungan sosial-hukum. Dalam konteks

hukum keluarga Islam, perceraian bukan hanya proses yuridis tetapi juga spiritual dan

37 Hasil Wawancara dengan Roni Fahmi, S.Ag., M.A., Hakim Pengadilan Agama Sleman 11 Juni
2025
3 Yusuf Qardhawi, Figih Wanita (Surabaya: Jabal, 2006), 82.
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emosional. Oleh karena itu, sistem yang terlalu teknokratis dapat mengaburkan
dimensi kesakralan talak di hadapan hakim®®. Namun, realitas modern menuntut
pendekatan yang berimbang antara kebutuhan hukum substantif dan kebutuhan

efisiensi sistem.

Efektivitas penerapan sistem e-court dalam perkara perceraian di Pengadilan
Agama Sleman dapat dianalisis dari tiga aspek utama: pertama, terpenuhinya prinsip
efisiensi dalam proses berperkara; kedua, kompatibilitasnya dengan asas dan prinsip
hukum Islam; dan ketiga, sejauh mana sistem ini memberikan perlindungan hukum
serta keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara. Ketiga aspek ini menjadi
landasan penilaian komprehensifterhadap performa e-court sebagai instrumen yudisial

modern dalam lingkup peradilan agama.

Dari sisi efisiensi administratif, e-court telah secara nyata mengurangi waktu
dan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara
perceraian. Berdasarkan wawancara dengan petugas Pengadilan Agama Sleman,
pendaftaran perkara kini dapat dilakukan secara daring tanpa harus hadir langsung ke
kantor pengadilan. Petugas PTSP dengan sigap membantu proses teknis seperti
pembuatan akun e-court, pengunggahan dokumen gugatan, dan penjelasan alur
perkara secara daring kepada para pihak, terutama mereka yang tidak familiar dengan

teknologi digital®®. Pendekatan ini menunjukkan adanya orientasi pelayanan yang

39 ulisa Fitri, “Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan,” Suloh: Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh 7, no. 1 (2019): 29-54.

40 Hasil Wawancara dengan Roni Fahmi, S.Ag., M.A., Hakim Pengadilan Agama Sleman 11 Juni
2025.
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inklusif, di mana peradilan mencoba menjembatani kesenjangan digital masyarakat

dengan cara pendampingan proaktif.

Secara lebih lanjut, efektivitas sistem e-court sangat terasa dalam tahapan
persidangan elektronik (e-litigation), yang mencakup proses pertukaran dokumen
gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan. Melalui sistem ini, para pihak
dapat berinteraksi secara hukum tanpa terhambat oleh jarak geografis maupun
kesibukan personal. Efektivitas ini sejalan dengan semangat Pasal 2 ayat (4) UU No.
48 Tahun 2009 tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan*'. Dengan
kata lain, e-court mampu mereduksi proseduralisme yang selama ini menjadi keluhan

klasik dalam sistem peradilan konvensional.

Namun, efektivitas teknis ini belum tentu berbanding lurus dengan kepuasan
psikologis dan spiritual dari para pihak yang berperkara. Dalam konteks perceraian,
khususnya cerai talak, Islam menempatkan proses pengucapan talak di depan sidang
pengadilan sebagai bagian dari legitimasi hukum dan agama. Kompilasi Hukum Islam
(KHI) Pasal 115 menyatakan bahwa talak hanya sah apabila diucapkan di hadapan
sidang Pengadilan Agama*?. Dengan pengalihan sebagian besar tahapan persidangan
ke media daring, muncul kekhawatiran akan berkurangnya nilai sakralitas dan
kehadiran emosional dalam proses perceraian. Hal ini tercermin dari pernyataan

responden dalam wawancara: “Dengan e-court, proses yang semestinya sakral terasa

#1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).
42 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.
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terlalu teknis dan datar. Kadang curahan hati pihak perempuan tidak bisa tersampaikan

maksimal melalui sistem online”*3,

Dalam prinsip hukum Islam, proses perceraian memiliki dimensi moral dan
sosial yang mendalam. Islam mengakui bahwa perceraian adalah hal yang halal namun
paling dibenci oleh Allah, sebagaimana hadis Nabi SAW: "Perkara halal yang paling
dibenci Allah adalah talak”**. Oleh karena itu, syariat menganjurkan agar proses
perceraian tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui perenungan dan
mediasi terlebih dahulu. Dalam konteks ini, penerapan e-court perlu menjamin bahwa
tahap-tahap non-litigatif seperti mediasi tetap dilaksanakan secara bermakna,

meskipun berbasis daring.

Dari sisi asas hukum Islam, keberadaan e-court dapat dianalisis melalui
beberapa asas pokok, yaitu asas kemaslahatan (al-maslahah), asas keadilan (al-
‘adalah), dan asas kemudahan (al-taysir). Pertama, asas kemaslahatan menghendaki
bahwa semua hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk

mendatangkan manfaat dan menolak mudarat®

. E-court memberikan kemudahan
akses dan efisiensi administratif yang besar bagi masyarakat luas, terutama di era
pasca-pandemi yang mengutamakan digitalisasi layanan publik. Kedua, asas keadilan

mensyaratkan perlakuan yang seimbang antara pihak yang kuat dan lemah, serta

menjamin hak-hak perempuan dalam proses perceraian. Dalam praktiknya, sistem e-

2025
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4 Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Thalag, no. 1040.
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court belum sepenuhnya menjamin kesetaraan ini, karena tidak semua pihak memiliki

kemampuan teknis yang sama dalam mengakses dan mengoperasikan sistem digital“e.

Asas kemudahan (al-taysir) yang menjadi salah satu pilar utama hukum Islam
juga menjadi legitimasi bagi penggunaan teknologi dalam hukum acara perdata Islam.
Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an, “Allah menghendaki kemudahan bagimu,
dan tidak menghendaki kesukaran” (QS. Al-Bagarah: 185)*’. Maka penggunaan e-
court yang bertujuan menyederhanakan prosedur hukum dapat diterima secara
normatif sepanjang tidak mengurangi hak substansial para pihak. Dalam hal ini,
hukum Islam memberikan ruang yang cukup fleksibel bagi ijtihad kontemporer guna

menjawab tantangan modern, termasuk dalam konteks digitalisasi proses peradilan.

Efektivitas e-court juga dapat diukur dari perspektif doktrin efektivitas hukum
menurut Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa hukum dikatakan efektif apabila

norma-normanya ditaati dan diterapkan secara nyata dalam masyarakat*®

. Penggunaan
e-court di Pengadilan Agama Sleman mulai menunjukkan tren positif dalam hal
partisipasi masyarakat, meskipun belum merata. Dari data yang dihimpun selama
penelitian, diketahui bahwa sekitar 60% perkara perceraian sudah diproses melalui

sistem e-court, sementara sisanya masih menggunakan sistem manual karena kendala

infrastruktur atau literasi digital yang rendah.

46 Nur Alfadhilah Ruslan, Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Parepare (UIN Alauddin Makassar, 2021), 71.

47 Al-Qur’an, QS. Al-Baqarah: 185.

48 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2007), 8.
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Dengan demikian, e-court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama
Sleman telah membuktikan efektivitasnya secara administratif dan operasional, namun
masih menyisakan tantangan dalam dimensi kultural dan spiritual hukum Islam.
Efektivitas ini menjadi relatif apabila tidak disertai strategi penguatan edukasi hukum
dan pendampingan teknologi yang merata. Hukum Islam yang dinamis dan adaptif
seyogianya memfasilitasi kemajuan teknologi sebagai sarana menuju kemaslahatan
umum, tanpa mengabaikan nilai-nilai sakralitas dan keadilan yang menjadi esensi

dalam setiap proses hukum, terlebih dalam perkara rumah tangga.

. Problematika dan Kendala dalam Implementasi E-court di Pengadilan Agama

Sleman

Meskipun penerapan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sleman telah
menunjukkan sejumlah kemajuan dalam hal efisiensi dan kecepatan penanganan
perkara perceraian, namun secara empiris masih terdapat berbagai kendala yang cukup
signifikan. Kendala-kendala ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar,
yaitu: hambatan teknis, hambatan sosio-kultural, dan hambatan normatif-prosedural.
Ketiganya merupakan faktor krusial yang perlu dianalisis guna mengevaluasi sejauh
mana e-court dapat berfungsi secara optimal.

Hambatan teknis paling dominan terjadi dalam bentuk keterbatasan
infrastruktur dan kemampuan digital masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan
petugas e-court di Pengadilan Agama Sleman, diketahui bahwa banyak pihak
berperkara yang tidak memiliki perangkat teknologi memadai seperti ponsel pintar
atau komputer pribadi. Bahkan dalam beberapa kasus, calon penggugat atau tergugat

tidak memiliki alamat email pribadi yang menjadi prasyarat mutlak untuk mengakses
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sistem e-court. Dalam kondisi tersebut, petugas harus mengambil peran sebagai
fasilitator teknologi, yakni dengan membantu pembuatan email dan pendaftaran
perkara elektronik®®. Hal ini tentu menambah beban kerja petugas serta memperlambat
waktu pelayanan, khususnya pada jam pelayanan tinggi.

“Usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Sleman Kelas I A untuk mengatasi
kendala dalam pelaksanaan e-litigasi yaitu: melakukan sosialisasi secara face to face
kepada masyarakat, adanya upaya mahkamah agung untuk peningkatan dan
percepatan jaringan internet system aplikasi e-court, adanya upaya petugas e-court
untuk membantiu masyarakat dalam berperkara secara elektronik.”

Lebih lanjut, ketergantungan pada jaringan internet yang stabil juga menjadi
masalah tersendiri. Gangguan konektivitas atau error pada sistem server bank ketika
hendak melakukan pembayaran panjar biaya secara elektronik melalui e-payment
kerap terjadi, dan hal ini dapat menggagalkan proses pendaftaran perkara dalam waktu
yang semestinya®. Perkara-perkara yang seharusnya dapat segera teregistrasi pun
tertunda karena gangguan sistemik yang tidak dapat dikendalikan oleh pengguna.

Selain hambatan teknis, terdapat pula hambatan sosial-kultural yang tak kalah
signifikan. Rendahnya literasi hukum dan literasi digital di kalangan masyarakat
pencari keadilan, terutama dari kelompok usia lanjut dan ekonomi menengah ke
bawah, menjadi faktor penghambat yang sulit diatasi dalam waktu singkat. Banyak
masyarakat yang merasa canggung, asing, bahkan takut menggunakan aplikasi e-court

karena khawatir salah prosedur atau kehilangan hak hukumnya akibat ketidaktahuan

49 Hasil Wawancara dengan Roni Fahmi, S.Ag., M.A., Hakim Pengadilan Agama Sleman 11 Juni
2025
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teknis. Beberapa pihak bahkan menolak untuk berperkara secara elektronik dan
memilih sistem manual agar dapat berinteraksi langsung dengan hakim dan panitera®..

Dalam konteks hukum Islam, kendala ini juga dapat dikaji melalui asas
kemudahan (al-taysir) dan asas keterbukaan (al-shafafiyyah). Apabila suatu sistem
hukum, meskipun berbasis teknologi modern, justru menyulitkan pencari keadilan
karena kompleksitas teknis dan kurangnya edukasi, maka secara prinsipil, penerapan
sistem tersebut belum mencapai maqasid al-shari‘ah secara utuh. Sistem peradilan
yang baik bukan hanya mengandalkan kecepatan dan efisiensi prosedural, melainkan
juga memperhatikan aksesibilitas yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat®?.

Permasalahan berikutnya adalah ketimpangan partisipasi para pihak dalam
proses e-litigation. Dalam perkara perceraian, khususnya cerai gugat, sering kali
terjadi bahwa salah satu pihak (terutama istri) merasa kesulitan menyampaikan bukti
dan keterangan secara daring, yang semestinya dapat dijelaskan secara langsung di
hadapan majelis hakim. Kekurangan ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan
akses emosional dan ekspresi hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Kondisi ini
tidak sejalan dengan asas audi et alteram partem, yaitu asas bahwa setiap pihak harus
diberikan kesempatan untuk didengar secara setara®.

Dari sisi regulasi, belum seluruh aparatur memahami secara penuh SOP teknis

e-court, sehingga menimbulkan kekacauan administratif terutama dalam perkara

banding atau keberatan terhadap bukti elektronik. Belum lagi, tidak semua bentuk alat

51 Nur Alfadhilah Ruslan, Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Makassar: UIN Alauddin, 2021), 71.

52 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 1023.

%3 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2007), 12.
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bukti dapat disampaikan secara efektif melalui sistem daring, seperti bukti tertulis yang
memerlukan legalisasi, atau saksi yang harus diperiksa langsung. Dalam hukum acara
perdata Islam, prinsip pembuktian (al-bayyinah) menekankan kejelasan dan keabsahan
bukti, sehingga keterbatasan sistem dalam memfasilitasi pembuktian langsung
menjadi hambatan yuridis yang substansial®*.

Dengan demikian, berbagai kendala di atas menunjukkan bahwa efektivitas e-
court bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Tanpa adanya

solusi yang menyeluruh terhadap ketiga aspek tersebut, maka penerapan e-court hanya

akan bersifat elitis dan tidak merata dalam menjangkau keadilan yang hakiki.

Solusi dan Inovasi Pengadilan Agama Sleman

Menjawab kompleksitas kendala dalam penerapan e-court, Pengadilan Agama
Sleman telah melakukan berbagai inovasi berbasis pelayanan yang berorientasi pada
aksesibilitas dan pemberdayaan masyarakat. Strategi yang ditempuh bersifat

multidimensi, mencakup aspek teknologi, edukasi, serta pendekatan sosial-humanis.

Solusi pertama adalah penguatan peran petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) dalam memberikan asistensi teknologi secara langsung kepada masyarakat.
Dari wawancara diketahui bahwa para petugas tidak hanya bertugas administratif,
tetapi juga memberikan edukasi, pelatihan praktis, dan simulasi kepada pencari
keadilan yang hendak mendaftar secara elektronik. Petugas e-court di Sleman bahkan
membantu membuatkan email, mendokumentasikan gugatan dalam format PDF, serta

memandu pembayaran elektronik. Ini merupakan bentuk pelayanan publik yang

5% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2007), 232.
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sejalan dengan prinsip al-khidmah al-‘adilah (pelayanan yang adil) dalam hukum

Islam®®.

“E-court bertujuan mempermudah berperkara mulai dari cepat dan biaya
ringan dan tidak harus menunggu penundaan sidang ketika pihak yang berperkara
diluar daerah, sehingga hadirnya aplikasi ini sangat memberikan efektivitas yang
signifikan menurut saya, karena dalam tahapan persidangan seperti gugatan, jawaban,

replik, duplik dan Kesimpulan disampaikan secara elektronik.”

Solusi kedua ialah dilakukannya sosialisasi tatap muka secara berkala kepada
masyarakat sekitar, baik melalui program penyuluhan hukum maupun kerja sama
dengan institusi keagamaan dan desa hukum. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan
literasi hukum dan digital, khususnya dalam kelompok usia lanjut dan masyarakat
pedesaan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip al-maslahah al-‘ammah
(kemaslahatan umum) dalam hukum Islam, di mana hukum harus melayani

masyarakat yang paling rentan sekalipun®®.

Ketiga, Mahkamah Agung sebagai institusi pengatur e-court juga telah
melakukan upaya peningkatan dan percepatan jaringan internet di seluruh Indonesia,
serta membangun server nasional yang lebih andal untuk menghindari error sistem.
Modernisasi infrastruktur ini merupakan langkah makro yang sangat penting dalam

memastikan keterandalan sistem dan kredibilitas lembaga peradilan.
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Sebagai inovasi jangka menengah, Pengadilan Agama Sleman juga dapat
menerapkan sistem hybrid adjudication, yakni model beracara campuran antara
elektronik dan fisik, terutama untuk perkara dengan beban psikologis dan bukti
kompleks seperti perceraian. Dengan model ini, proses administratif dan pengajuan
gugatan tetap dilakukan secara daring, namun mediasi, pemeriksaan bukti, dan
pengucapan ikrar talak dapat dilakukan secara langsung di pengadilan. Pendekatan ini
memungkinkan sinergi antara efisiensi prosedural dan keadilan substantif. Dalam
hukum Islam, model seperti ini konsisten dengan prinsip tawassut (moderat), yang

menghindari ekstremitas dalam penerapan hukum®’.

Akhirnya, solusi keberlanjutan yang paling penting adalah evaluasi berkala
terhadap implementasi e-court, baik dari aspek regulasi, infrastruktur, maupun
kepuasan pengguna. Penilaian berbasis data ini akan membantu Mahkamah Agung dan
Pengadilan Agama mengembangkan sistem yang semakin responsif terhadap
kebutuhan pencari keadilan. Evaluasi juga memungkinkan adanya koreksi sistematis

terhadap hambatan yang selama ini bersifat laten.

Dengan strategi-strategi tersebut, e-court diharapkan tidak hanya menjadi
instrumen digital peradilan, tetapi juga instrumen keadilan sosial yang menjangkau
seluruh lapisan masyarakat. Hukum Islam sebagai sumber utama norma peradilan
agama mendukung inovasi sepanjang tetap berada dalam kerangka maqasid al-shar1‘ah

dan menjunjung asas keadilan, kemaslahatan, serta transparansi.

5" Beni Ahmad Saebani, Figih Munakahat 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 57.
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5. Anaisis Penulis

Implementasi aplikasi e-court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama
Sleman dapat dipandang sebagai manifestasi dari modernisasi sistem peradilan Islam
dalam konteks negara hukum Indonesia. Namun, dalam prosesnya, e-court
menghadirkan dualitas antara efisiensi prosedural dan kedalaman substansi hukum,
khususnya ketika dihadapkan dengan perkara yang secara emosional dan spiritual
sangat sensitif seperti perceraian.

Dari sudut pandang sistem hukum nasional, e-court merupakan bentuk
perwujudan dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung melalui PERMA No. 3 Tahun 2018 dan
PERMA No. 1 Tahun 2019 telah menjadikan digitalisasi sebagai sarana untuk
menjawab problem lambannya birokrasi hukum dan ketidakefisienan proses
berperkara di pengadilan®®. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Sleman terbukti
telah mengadopsi sistem ini secara aktif, dan mampu memberikan pelayanan yang
lebih cepat serta hemat biaya kepada masyarakat.

Namun, pendekatan positivistik ini harus diimbangi dengan analisis dari
hukum Islam sebagai basis utama dari yurisdiksi peradilan agama. Dalam figh
munakahat, perceraian bukan sekadar tindakan hukum, melainkan merupakan
peristiwa yang sarat dimensi etika, spiritual, dan sosial. Hal ini selaras dengan hadis

Rasulullah SAW: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak"*°. Maka

8 Mahkamah Agung RI, PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
%9 Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Thalag, no. 1040.
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dari itu, sistem yang mengatur perceraian harus mampu mengakomodasi nilai-nilai
sakral dan memberikan ruang bagi refleksi moralitas para pihak yang bersengketa.

Dalam tinjauan maqasid al-shari‘ah, digitalisasi peradilan dapat diterima
selama mampu menjaga lima prinsip pokok, yakni hifz al-din (perlindungan agama),
hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-‘aql (perlindungan akal), hifz al-nasl
(perlindungan keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta)®. Sistem e-court telah
mendukung sebagian besar dari prinsip tersebut, khususnya dalam aspek perlindungan
harta (biaya perkara lebih ringan) dan perlindungan akal (akses keadilan terbuka).
Namun demikian, perlindungan terhadap jiwa dan nasl (keturunan) belum sepenuhnya
tercapai ketika proses perceraian berlangsung secara mekanistik dan kehilangan
dimensi interaktif yang selama ini menjadi kekuatan sidang konvensional.

Sejumlah kajian juga mengungkap bahwa penerapan e-court dalam perkara
perceraian sering kali mengaburkan aspek mediasi dan penyelesaian kekeluargaan
yang menjadi fondasi utama hukum keluarga Islam. Dalam studi Nur Alfadhilah
Ruslan, ditemukan bahwa banyak proses mediasi daring yang hanya bersifat formalitas
dan tidak memberi ruang bagi rekonsiliasi yang utuh®!. Padahal, Pasal 65 UU No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mewajibkan hakim untuk mengupayakan
perdamaian di antara para pihak. Mediasi yang dilaksanakan secara daring, terutama
tanpa didampingi mediator yang profesional dan interaktif, rentan kehilangan makna

substantifnya.

80 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 1055.
61 Nur Alfadhilah Ruslan, Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Makassar: UIN Alauddin, 2021), 71.
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Sebaliknya, digitalisasi tetap memiliki peran strategis dalam memperluas akses
keadilan, terutama bagi kelompok marginal seperti masyarakat yang tinggal jauh dari
pusat kota, perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga, atau pihak yang
memiliki keterbatasan mobilitas. Berdasarkan pendekatan teori keadilan distributif
dari John Rawls, keadilan dapat dianggap tercapai apabila sistem hukum memberikan
manfaat lebih kepada kelompok yang paling rentan®2. Dalam kerangka ini, e-court
memiliki nilai plus karena mengurangi beban biaya dan mempercepat proses litigasi
tanpa menurunkan kualitas yuridis apabila diatur dan dijalankan secara hati-hati.

Selanjutnya, dalam pendekatan teori efektivitas hukum menurut Soerjono
Soekanto, hukum yang baik harus memenuhi tiga elemen: struktur hukum, substansi
hukum, dan kultur hukum®®. Implementasi e-court di PA Sleman telah memenuhi
struktur hukum dengan adanya SDM dan infrastruktur teknologi; substansi hukum
tersedia dalam bentuk regulasi nasional; namun aspek kultur hukum masyarakat masih
menjadi tantangan. Budaya hukum masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks
perkara keluarga, masih kental dengan interaksi personal dan nilai-nilai emosional
yang tidak bisa diwakili oleh sistem elektronik sepenuhnya.

Maka dari itu, penulis menilai bahwa sistem e-court idealnya tidak diterapkan
secara absolut dalam perkara perceraian. Model hybrid—yang menggabungkan
kemudahan administratif digital dengan interaksi langsung dalam sidang mediasi dan
pengucapan talak—Ilebih tepat diterapkan untuk perkara dengan sensitivitas tinggi.

Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian Mar’atul Ulfa di PA Kajen, di mana

62 John Rawls, 4 Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 75-80.
83 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2007), 8—12.
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sistem hybrid dianggap lebih representatif terhadap kebutuhan hukum dan psikologis
para pihak®*.

Dari segi hukum acara Islam, pembuktian dan penyampaian ikrar talak
memiliki signifikansi hukum yang tinggi. Berdasarkan KHI Pasal 115, ikrar talak
hanya sah jika dilakukan di hadapan majelis hakim. Talak yang disampaikan melalui
dokumen atau sistem daring tanpa pengucapan formal dapat menimbulkan tafsir yang
berbeda dan bahkan menimbulkan celah penyalahgunaan hak suami®. Oleh karena itu,
keberadaan e-litigation harus dikawal ketat agar tidak menurunkan kualitas keabsahan
hukum dan putusan yang dihasilkan.

Dalam konteks pengembangan hukum nasional, e-court dapat dijadikan
sebagai titik awal penguatan model hukum Islam yang progresif dan adaptif. Hukum
Islam tidak menolak perubahan teknologi, asalkan nilai-nilai fundamentalnya tidak
dikorbankan. Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, figh Islam selalu
membuka ruang untuk ijtihad kontemporer yang mempertimbangkan maslahat dan
kebutuhan zaman®,

Akhirnya, penulis berpendapat bahwa sistem e-court merupakan inovasi
hukum yang penting dan tidak dapat ditolak dalam era modern. Namun, keberhasilan
sistem ini tidak ditentukan hanya oleh ketersediaan perangkat teknologi, melainkan
oleh sejauh mana sistem tersebut mampu merespons kebutuhan spiritual, emosional,
dan keadilan substantif dari masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Sleman

telah menempuh langkah maju, namun harus terus melakukan refleksi kritis dan

64 Mar’atul Ulfa, Efektivitas Implementasi E-Court Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019,
Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, 2022.

8 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

8 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami, 1078.
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evaluasi berkala untuk memastikan bahwa sistem e-court tidak sekadar digitalisasi

prosedur, tetapi juga digitalisasi keadilan.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penggunaan aplikasi e-Court dalam

kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman, dapat disimpulkan bahwa:

1.

Berdasarkan dari indicator keberhasilan layanan peradilan elektronik di dapatkan hasil
bahwa penggunaan e-Court di Pengadilan Agama Sleman efektif terutama dalam aspek
efisiensi waktu dan biaya, sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya
ringan. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan bagi pengguna akses layanan hukum,
terutama bagi pihak berperkara yang memiliki keterbatasan waktu atau lokasi geografis
yang jauh.

Dalam penggunaan aplikasi e-court di pengadilan agama sleman saat ini, terdapat
beberapa factor penghambat terutama dalam pelaksanaan e-letigasi antara lain: tidak
memiliki fasilitas yang memadai untuk menjangkau seperti handphone dengan koneksi
internet, kurangnya pengetahuan tentang dunia digital, rendahnya minat masyarakat
karena dinilai bisa mengurangi kesakralan proses perceraian, kekhawatiran akan
keamanan data pribadi. Disamping itu kemudahan dalam proses persidangan yang
dapat dilakukan secara daring tanpa harus dilakukannya penundaan apabila salah satu
pihak berhalangan hadir serta pengeluaran biaya yang lebih sedikit menjadi salah satu
factor pendukung keberhasilan aplikasi e-court. Sesuai dengan tujuannya aplikasi e-
court ini memberikan efektivitas yang signifikan baik dalam hal gugatan, jawaban,

replik, duplik dan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik.
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3. Berdasrkan hasil rekapitulasi jawaban kuisioner, dinyatakan bahwa 91,67% ( 11
responden ) merasa puas dan 8,33 ( 1 responden ) merasa sangat puas dengan adanya

penggunaan aplikasi e-court.

B. Saran

1. BagiPengadilan Agama Sleman, perlu terus meningkatkan layanan pendampingan dan
edukasi teknologi kepada masyarakat, serta memastikan bahwa mediasi dan sidang-
sidang penting tetap dapat dilaksanakan secara tatap muka untuk menjaga dimensi
emosional dan spiritual perkara perceraian.

2. Bagi masyarakat, diharapkan semakin terbuka dalam memanfaatkan teknologi
peradilan, dengan tetap menjaga kesadaran hukum dan spiritualitas proses hukum yang
dijalani, khususnya dalam perkara yang menyangkut rumah tangga dan nilai sakral

pernikahan.
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LEMBAR PERTANYAAN 1

Saya telah menerima informasi dan memahami tujuan, prosedur, risiko, manfaat, kerahasiaan,

dan sifat sukarela partisipasi dalam penelitian ini. Saya telah diberikan kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan pertanyaan saya telah dijawab dengan memuaskan.

Dengan menandatangani formulir ini, saya dengan sukarela setuju untuk berpartisipasi dalam
penelitian ini.

Nama (insial)

Tanda tangan

Tanggal
Tidak Sangat
No. Pertanyaan Cukup Cukup Cukup
1. | Bagaimana pendapat Anda mengenai pelaksanaan sidang
daring (e-session) dalam perkara perceraian?
2. | Apakah e-session efektif dalam menyampaikan nilai-nilai
mediasi atau upaya damai?
3. | Apakah kesakralan ikrar talak tetap sesuai pada nilainya
meskipun dilakukan secara daring ?
4. | Apakah kendala teknis (jaringan, identifikasi pihak, validasi
dokumen) berpengaruh dalam proses siding daring ?
5. | Apakah selama proses sidang e-court para pihak memebrikan
respon/sikap yang kooperatif ?
6. | Menurut Anda, apakah asas peradilan sederhana, cepat, dan
biaya ringan benar-benar tercapai?
7. | Apakah Bapak/Ibu merasa e-court membantu tugas peradilan
atau justru menambah tantangan baru?
8. | Apakah diperlukan perubahan/penguatan terhadap sistem e-
court saat ini?
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LEMBAR PERTANYAAN 2

Saya telah menerima informasi dan memahami tujuan, prosedur, risiko, manfaat,
kerahasiaan, dan sifat sukarela partisipasi dalam penelitian ini. Saya telah diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan saya telah dijawab dengan
memuaskan.

Dengan menandatangani formulir ini, saya dengan sukarela setuju untuk berpartisipasi
dalam penelitian ini.

Nama (insial)

Tanda tangan

Tanggal
No. Pertanyaan Tidak Puas Sangat
Puas Puas
1. Bagaimana pendapat Anda mengenai pelaksanaan

sidang daring (e-session) dalam perkara Bagaimana
Anda mengetahui adanya layanan e-court untuk
mengajukan perceraian?

2. Bagaimana peran advokat/admin yang membantu anda
saat proses pendaftaran e-court ?

3. Apakah proses pendaftaran (e-filing) mudah dipahami
dan dilakukan?

4. Bagaimana pengalaman Anda dalam pembayaran
panjar biaya melalui e-court?

5. Apakah Anda menerima panggilan sidang melalui
sistem elektronik dengan baik?

6. Bagaimana kesan Anda mengikuti sidang secara daring
?

7. Apakah Anda merasa didengar atau diberi ruang untuk

menjelaskan perasaan atau fakta selama sidang online?

8. Apakah kendala teknis (HP rusak, sinyal buruk, tidak

paham sistem) mempengaruhi berjalannya persidangan
"

9. Bagaimana Anda menilai kemudahan, kecepatan, dan
biaya sistem e-court dibandingkan sistem manual?

10. | Apakah Anda puas dengan pengalaman ini?




Hasil Wawancara

1.

Bagaimana pelaksanaan penerapan aplikasi e-court dalam perkara perceraian

di pengadilan agama sleman kelas I A?

Jawaban: dalam pelaksanaan penerapannya bisa dikatakan lancar, karena

pihak yang ingin mendaftarkan perkara terlebih dahulu ditanyakan ingin

proses berperkaranya secara manual atau secara elektronik. Jika

berperkaranya secara elektronik maka petugas PTSP bertanya kembai apakah

sudah mempunyai akun gmail terlebih dahulu,, setelah itu pembuatan akun

ecourt akan dibantu oleh petugas PTSP e-court dan menjelaskan seluruh

rangkaian dari akun e-court.

Bagaimana peluang dan kendala dalam penerapan aplikasi e-court terhadap

perkara perceraian di pengadilan Agama Sleman Kelas [ A?

Jawaban: untuk peluang dari penerapan e-court ini yaitu berdasarkan tujuan

PERMA No. 1/2019 agar peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan

biaya ringan. Diantara factor penyebab terjadinya kendala dalam pelaksanaan

e-litigasi dan berpekara secara elektronik, tidak memiliki email, tidak

memiliki handphone android, tidak memiliki rekening peribadi, kurang



bersedianya salah satu pihak untuk melakukan e-litigasi. Pada saat

mendaftarkan perkara di meja informasi ditemui beberapa banyak kendala,

banyak diantara para pihak belum memiliki email sehingga petugas PTSP e-

court harus membantu untuk membuatkan email para pihak.

. Bagaimana Solusi terhadap kendala dalam penerapan aplikasi e-court di

pengadilan Agama Sleman Kelas I A?

Jawaban: Usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Sleman Kelas I A untuk

mengatasi kendala dalam pelaksanaan e-litigasi yaitu: melakukan sosialisasi

secara face to face kepada masyarakat, adanya upaya mahkamah agung untuk

peningkatan dan percepatan jaringan internet system aplikasi e-court, adanya

upaya petugas e-court untuk membantiu masyarakat dalam berperkara secara

elektronik.

. Bagaimana Efektivitas penerapan aplikasi e-court dalam perkara perceraian di

pengadilan Agama Sleman Kelas [ A?

Jawaban: E-court bertujuan mempermudah berperkara mulai dari cepat dan

biaya ringan dan tidak harus menunggu penundaan sidang ketika pihak yang

berperkara diluar daerah, sehingga hadirnya aplikasi ini sangat memberikan



efektivitas yang signifikan menurut saya, karena dalam tahapan persidangan

seperti gugatan, jawaban, replik, duplik dan Kesimpulan disampaikan secara

elektronik.

Dokumentasi Wawancara
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